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SINOPSIS

Dalam penulisan skripsi ini membahas mengenai Kinerja Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Sumba Timur dalam meningkatan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
di wilayah badan itu sendiri. Hal ini dilatarbelakangi ketentuan dalam UU RI No. 43/99
tentang Pokok Kepegawaian yang mana untuk mencapai tujuan nasional diperlukan
Aparatur Negara sebagai penyelenggara untuk memperlancar pelayanan kepada
masyarakat. Untuk itu sangat diharapkan adanya Pegawai Negeri Sipil yang berkualitas
dserta prestasi kerja yang baik.

Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dengan
demikian fenomena- fenomena yang ditemui saat penelitian dideskripsikan secara
kualitatif, untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti maka
dalam penelitian ini Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang
diperoleh melalui wawancara, obervasi, dan telaah dokumen. Teknik analisis data yang
digunakan adalah teknik analisis interaktif yang terdiri dari tiga komponen yaitu reduksi
data, sajian data, dan penarikan kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum Kkinerja Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Sumba Timur dilihat dari lima aspek yaitu produktivitas, kualitas
layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Dilihat dari aspek produktivitas,
menunjukkan bahwa BKD tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan sebuh kebijakan
yang baru namun hanya berupa kebijakan teknis dalam pelekasanaan suatu program, aspek
produktivitas dapat dikatakan baik karena telah menyelenggarakan berbagai program
pengembangan SDM PNS yang ditujukan untuk meningkatkan Kinerja dari para PNS.
Aspek kualitas layanan menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan BKD belum efektif
hal ini dapat dilihat dari kesulitan PNS untuk mengakses informasi dari pihak BKD terkait
dengan pelaksanaan suatu program, hal lainnya yakni masih terdapat beberapa pegawai
BKD yang memeiliki pengetahuan rendah sehingga berdampak pada menurunnya
pelayanan bagi PNS. Aspek responsivitas dalam memenuhi kebutuhan pegawai pengguna
layanannya adalah baik dengan merespon keluhan pegawai dengan cepat serta menanggapi
secara positif kritik maupun saran yang masuk dari pihak luar dan menjadi bahan evaluasi
dalam pelaksanaan program kedepannya. Aspek responsibilitas sudah berjalan sesuai
dengan ketentuan-ketentuan administrasi yang benar serta telah memiliki SOP sebagai
pedoman dalam melaksanakan berbagai program. Sedangkan aspek akuntabilitas belum
efektif, hal ini dikarenakan masih terdapat berbagai kesalahan dalam pelaksanaan suatu
program seperti mutasi pegawai yang cenderung asal-asalan serta persiapan yang belum
matang dalam pelaksanaan suatu kegiatan hal ini dapat dilihat dari sarana prasarana
penunjang yang belum dipenuhi oleh BKD, sehingga berdampak pada pelauyanan yang
tidak maksimal.

Xiv
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber Daya Manusia merupakan suatu aset yang tidak tenilai harganya
yang dimiliki suatu organisasi serta dapat memberikan konstribusi yang sangat
berarti kepada satuan kerja secara efektif dan efisien, serta produktif dan
kompetitif. Sumber Daya Manusia merupakan penentu keberhasilan bagi setiap
organisasi untuk menjadi lebih professional dan sebagai pembangun citra pelayanan
publik. Oleh karena itu, sumber daya manusia yang professional sangat mendukung
keberhasilan suatu organisasi untuk bisa bersaing di era global dalam rangka

mewujudkan Pembangunan Nasional.

Pembangunan di Indonesia dimaksudkan untuk mewujudkan cita-cita
nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan
umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pesatnya pembangunan nasional
dalam segala bidang era reformasi ini memerlukan tenaga kerja yang handal.
Artinya tenaga kerja yang dapat meneruskan kesinambungan pembangunan
nasional melalui peningkatan sumber daya manusia yang ada secara profesional.
Profesionalisme membutuhkan tenaga kerja yang berdedikasi tinggi, moralitas yang

baik, loyalitas terjamin dan mempunyai disiplin kerja yang tinggi.

Pelaksanaan pembangunan mengikutsertakan pegawai atau aparatur
pemerintah bersama rakyat memegang peranan penting yaitu sebagai pelaksana
dalam menjalankan pembangunan dan sebagai penggerak laju pembangunan
disegala bidang. Peranan pegawai atau aparatur negara sangat dituntut dalam
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menjalankan tugas dibidang masing-masing untuk lebih ulet, terampil, cekatan,
berdedikasi tinggi dan menuju kepada suatu efisiensi untuk dapat mencapai tujuan
nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata dan

berkesinambungan baik materil maupun spiritual.

Untuk mewujudkan Pembangunan Nasional, dituntut adanya peran sumber
daya manusia yang berkualitas. Oleh sebab itu kegiatan pengembangan sangat
dibutunkan dalam proses pembangunan itu sendiri. Kegiatan pengembangan
diharapkan dapat memperbaiki dan mengatasi kekurangan dalam melaksanakan
pekerjaan lebih baik sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Sejalan dengan itu, kedudukan dan peranan pegawai sangat penting dalam
menentukan berhasil atau tidaknya tugas dari penyelenggara pemerintah dan

pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan.

Untuk dapat menggerakkan atau mengarahkan dengan tepat sehingga
pegawai dapat bekerja lebih efisien guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan
dalam organisasi, maka unsur manusia dalam organisasi khususnya pegawai atau
aparatur pemerintah perlu mendapat perhatian yang serius dari setiap organisasi.
Salah satu kunci keberhasilan suatu organsiasi dalam usaha pencapaian tujuan
sangat ditentukan oleh kemampuan serta keterampilan pegawainya disamping
kemampuan untuk menggerakkan dan mengarahkan bawahan atau pegawai dari

pimpinan organisasi itu sendiri.

Berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah telah
memberikan arah perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap daerah
diberi kewenangan dan dituntut untuk meningkatkan kemandirian daerah baik
dalam hal keuangan maupun kualitas sumber daya manusianya. Pemerintah daerah
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harus berupaya untuk lebih meningkatkan kualitas sumber daya aparatur disegala
bidang karena peran sumber daya manusia diharapkan dapat meningkatkan kinerja

organisasi dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Organisasi secara umum merupakan suatu sistem atau kumpulan manusia
yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi suatu organiasi tidak
bisa dipisahkan dengan faktor manusia dan tujuan yang hendak dicapai. Tujuan
yang akan dicapai suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh prestasi kerja pegawai

yang ada dalam organisasi tersebut.

Pengembangan sumber daya manusia merupakan keharusan mutlak baik
untuk menghadapi tuntunan tugas sekarang maupun untuk menjawab tantangan
masa depan. Upaya pengembangan dapat dilakukan melalui organisasi itu sendiri
maupun luar organisasi. Dengan pengaturan manajemen sumber daya manusia
secara profesional, diharapkan pegawai dapat bekerja produktif dan memiliki
kinerja yang tinggi. Dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia ini, maka
haruslah dijadikan tolak ukur suatu organisasi ataupun kelangsungan hidup
organisasi tersebut, karena faktor manusia adalah aset organisasi yang paling

menentukan.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan suatu yang sangat
penting untuk penigkatan akselerasi suatu pembangunan dalam bidang apapun juga.
Karena kualitas menyangkut peningkatan mutu sumber daya manusia itu sendiri
baik kemampuan fisik maupun kemampuan nonfisik. Upaya inilah yang
dimaksudkan dengan pengembangan sumber daya manusia yang dapat berdampak
pada prestasi kerja yang maksimal. Setiap organisasi harus memperhatikan skils,

knowledge, dan ability atau kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap pegawai.



Berbagai permasalahan yang serius yang dihadapi oleh organisasi, misalnya
adanya kesalahan manajemen atau kesalahan operasional sehingga organisasi
tersebut jadi kurang produktif atau macet sama sekali, akibatnya pekerjaan banyak
yang tertunda dan banyak kerugian yang ditanggung. Hal ini terjadi lebih
disebabkan oleh faktor pegawai yang belum memadai dan kurang mendapat
perhatian untuk dikembangkan melalui jalur—jalur pengembangan seperti
pendidkan dan pelatihan. Ini berarti bahwa sumber daya manusia yang ada dalam
organisasi tersebut secara professional harus diberikan pendidikan dan pelatihan

yang sebaik-baiknya, bahkan harus sesempurna mungkin.

Dikarenakan keberhasilan dari organisasi sangat ditentukan oleh prestasi
kerja pegawai. Dengan demikian maka pembinaan Pegawai Negeri Sipil bertujuan
untuk meningkatkan prestasi kerja pegawai, prestasi kerja juga merupakan salah
satu kebutuhan manusia yang terpenting dan selalu ingin dicapai. Prestasi kerja
merupakan keadaan dimana seseorang merasa bahwa dia telah dapat menyelesaikan
pekerjaannya dan merasa hasil pekerjaannya itu merupakan kebutuhan bagi dirinya
sendiri dan orang lain. Dalam hal ini prestasi kerja menurut Nainggolan (1987:25)
ialah hasil yang dicapai oleh seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan

tugas yang dibebankan kepadanya.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan
pengembangan sumber daya manusia (human resources development) secara
makro, adalah suatu proses peningkatan kualitas atau kemampuan manusia dalam
rangka mencapai tujuan pembangunan bangsa. Proses peningkatan disini mencakup
perencanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia. Secara mikro,

dalam arti lingkungan suatu unit kerja (departemen atau organisasi yang lain), maka



sumber daya manusia adalah tenaga kerja atau pegawai di dalam suatu organisasi,
yang mempunyai peran penting dalam mencapai keberhasilan. Fasilitas yang
canggih dan lengkap, belum merupakan jaminan akan berhasilnya suatu organisasi

tanpa diimbangi oleh kualitas manusia yang akan memanfaatkan fasilitas tersebut.

Dari statement diatas, jelaslah betapa pentingnya peranan dan kedudukan
pegawai sebagai unsur pelaksana kegiatan pemerintahan. Oleh sebab itu itu
pemerintah membuat berbagai ketentuan yang mengatur tentang kepegawaian.
Perhatian pemerintah ini pada dasarnya tidak lepas dari kondisi kebutuhan
pembangunan dewasa ini diamana pegawai sebagai unsur aparatur negara harus
memiliki dedikasi dan kualitas yang tinggi sehingga mampu menghadapi berbagai

kesulitan yang akan muncul dalam proses pembangunan.

Hal ini perlu dikemukakan karena pada masa yang akan datang persoalan-
persoalan serta tantangan-tantangan yang akan dihadapi akan semakin berat dan
kompleks. Untuk itu, dibutuhkan sumber daya pegawai yang handal dalam
mengantisipasi berbagai persoalan. Realitas menunjukkan bahwa kondisi pegawai
masih jauh dari yang diharapkan, dimana kualitas pegawai negeri sipil di Indonesia
selama ini masih belum memuaskan karena rendahnya produktivitas kerja yang

ditampilkan.

Rendahnya produktivtas pegawai negeri sipil tersebut, disebabkan karena
kurangnya dari aspek keterampilan. Siagian ( 1987: 134 ) mengidentifikasi bahwa

tiga jenis kelemahan keterampilan yang melekat pada pegawai Indonesia vyaitu :

1. Kemampuan manajerial, vyaitu kurangnya kemampuan memimpin

menggerakkan bawahan, melakukan koordinasi dan mengambil keputusan.



2. Kemampuan teknis, yaitu kurangnya kemampuan untuk secara terampil
yang bersifat pembangunan.

3. Kemampuan teknologis, yaitu kurangnya kemampuan untuk memanfaatkan
hasil-hasil penemuan teknologi dalam pelaksanaan tugasseperti halnya

Automatic Data Processing (ADP) atau Electronic Data Processing (EDP).

Suatu organisasi di tengah-tengah masyarakat mempunyai misi dan tujuan
ini, sehingga direncanakan kegiatan atau program, selanjutnya untuk pelaksanaan,
pemantauan dan evaluasi kegiatan tersebut diperlukan tenaga yang profesional atau
yang berkualitas baik. Di samping itu, dengan ditemukan peralatan dan fasilitas
baru dan sebagainya, apabila organisasi tersebut ingin mengikuti arus
perkembangan jaman, maka harus memiliki peralatan yang dimaksud. Sebagai
konsekuensinya, pegawai yang dimiliki harus disesuaikan, minimal diberi
pendidikan dan pelatihan agar pemakaian alat baru tersebut dapat efisien. Hal ini
membuktikan bahwa sumber daya manusia dalam suatu organisasi di lingkungan
masyarakat memerlukan peningkatan atau pengembangan, agar mencapai hasil

kerja yang optimal.

Peningkatan kualitas Pegawai Negeri Sipil tercantum dalam penjelasan
umum UU RI No0.43/1999 tentang pokok-pokok kepegawaian sebagai berikut :
Dalam rangka mencapai Tujuan Nasional untuk mewujudkan masyarakat sosial
yang taat hukum, beradab, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi
diperlukan Pegawai Negeri yang merupakan aparatur negara yang bertugas sebagai
abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata,
menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila
danUUD 1945. Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan
nasional sangat tergantung pada kesempurnaan Aparatur Negara. Dengan adanya

peningkatan kualitas Pegawai Negeri Sipil diharapkan dapat diperoleh Pegawai
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Negeri Sipil sebagai unsur Aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat yang
dapat melaksanakan tugas dengan baik dan tanggungjawab, loyal terhadap
Pancasila, UUD 1945, Negara, pemerintahan serta mampu memotivasi diri agar
diperoleh hasil kerja yang lebih berhasil guna dan berdaya guna. Disamping itu
peningkatan kualitas Pegawai Negeri Sipil juga diharapkan dapat mendukung
pelaksanaan administrasi Pemerintahan Kota/Daerah sehingga dapat berjalan
efektif. Badan Kepegawaian Daerah merupakan bagian dari suatu tatanan
pemerintahan yang memegang peranan didalam suatu sistem pemerintahan di
Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Sumba Timur pada khususnya, yaitu
sebagai fasilitator serta sebagai dinamisator yang mengurus tentang manajemen

kepegawaian di daerah

Sebagai salah satu institusi pemerintahan daerah Kabupaten Sumba Timur,
Badan Kepegawaian Daerah mempunyai wewenang membantu pejabat pembina
kepegawaian daerah dalam melaksanankan manajemen pegawai negeri sipil daerah
dilingkungan pemerintah kabupaten Sumba Timur. Penyelenggaraan manajemen
Pegawai Negeri Sipil dimaksud diarahkan pada upaya untuk meningkatkan
efisiensi, efektifitas serta profesionalme penyelenggaraan tugas, fungsi dan
kewajiban kepegawaian yang harus dilaksanakan yakni meliputi perencanaan,
pengadaan, pengembangan kualitas pegawai, penempatan, promosi, penggajian,
kesejahteraan, dan pemberhentian pegawai. Dalam menyelenggarakan tugas
sebagaimana dimaksud, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi
menyiapkan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah dibidang
kepegawaian, pendidikan,dan pelatihan serta penataan manajemen kepegawaian
sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah. Dan juga

menjalankan berbagai program kegiatan yaitu antara lain program pelayanan
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Administrasi  Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,
Peningkatan Disiplin Aparatur, Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur,

Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

Namun demikian dinamika yang terjadi di tingkat Daerah Kabupaten terkait
pengembangan pegawai sering kurang mendapat perhatian tentu hal ini tidak
menutup kemungkinan terjadi di Daerah Kabupaten Sumba Timur. Adanya kendala
mengenai pengembangan kemampuan pegawai menyebabkan kualitas kerja
cenderung belum dapat diwujudkan. Kualitas kerja pegawai masih kurang terlihat
dari segi ketepatan dan kecepatan serta hasil kerja yang dilaksanakan belum sesuai
dengan apa yang diharapkan. Fakta bahwa masih banyak para Pegawai Negeri Sipil
(PNS) yang belum mengerti mengenai tugas pokok dan fungsinya, kurangnya
kemampuan aparat dalam menjalankan teknologi seperti komputer, internet,
pengetahuan aparat akan pekerjaan yang harus dilakukan seperti pembuatan laporan
tertulis maupun tidak sehingga menyebabkan pekerjaan yang terkesan asal-asalan
dan tidak maksimal, masih adanya pegawai yang sering datang terlambat, bermalas-
malasan seperti hanya bercerita atau bermain bahkan berkeluyuran ke tempat lain
pada saat jam kerja. Selain masalah-masalah umum di atas, juga disebabkan oleh
adanya masalah-masalah khusus seperti para pegawai masih belum bekerja sesuai
dengan bidang tugasnya atau tidak sesuai dengan bidang tugasnya hal itu
dikarenakan bahwa banyak pegawai yang belum mengenal bidang tugasnya
masing-masing. Adapun berbagai permasalahan tersebut penulis temukan dengan
penelusuran pada situs https://nasional.sindonews.com/ (diakses bulan januari

2017)



Hal ini menunjukkan terabaikannya aspek efisien dan sudah tentu jugat idak
efektif. Menyadari hal tersebut, maka pegawai perlu dikembangkan atau dibina
secara berkelanjutan agar mereka dapat secara konsisten memberikan kontribusi
sesuai dengan tingkat profesional yang diharapkan serta lebih memilki perilaku
yang dapat diandalkan. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengambil judul
penilitian sebagai berikut : “Kinerja Badan Kepegawaian Daerah dalam

Meningkatkan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis dapat

merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

Bagaimanakah Kinerja Badan Kepegawaian Daerah dalam Meningkatkan Prestasi

kerja Pegawai Negeri Sipil ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Bertitik tolak dari rumusan masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka
penelitian ini mempunyai tujuan : Untuk mengetahui gambaran tentang Kinerja
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumba Timur dalam Meningkatkan
Prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil
2. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :
a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan saran dan
pemikiran bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur khususnya
Badan Kepegawaian Daerah dalam meningkatkan prestasi kerja

Peggawai Negeri Sipil.
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